
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia seringkali menutut pemerintah Indonesia agar mampu 

mengelola otonomi daerah dan juga sistem pengelolaan keuangan daerah dengan 

lebih baik di zaman yang sedemikian maju ini. Mahmudi (2016) menyatakan 

bahwa Undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan suatu landasan hukum 

pengelolaan keuangan daerah yang berisikan tentang pemerintah daerah. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, otonomi daerah merupakan suatu hak, 

wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk dapat mengatur, dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain itu, Seperti yang 

diketahui terdapat beberapa undang-undang dalam bidang keuangan negara yakni 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 

mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, membawa konsekuensi tersendiri 

mengenai pentingnya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 

akuntabel, sehingga dengan demikian pengelolaan keuangan negara benar-benar 

dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 

(Good Governance) 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa asas umum 

pengelolaan daerah ialah keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, memperhatikan asas 

keadilan, transparan, bertanggungjawab, serta bermanfaat bagi masyarakat. Atas 

kegiatan yang dilakukan guna mencapai asas umum  pengelolaan  keuangan 

daerah diperlukan pula pengendalian. Pengendalian dilaksanakan dengan 
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berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem 

pengendalian intern adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur 

pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan 

mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan 

kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara 

komprehensif (Santoso,2016) 

Santoso (2016) menyatakan bahwa kebijakan sumber daya manusia dan praktik-

praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan dan kemajuan karier dapat 

pula menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi dan layanan yang 

cukup loyal. Dalam era globalisasi saat ini hal yang tidak kalah penting adalah 

pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun 

pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai 

berikut: 

a) meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, 

b) perlunya waktu tanggap (respons time) yang lebih cepat, 

c) tekanan akibat dari persaingan bisnis. 

Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan 

kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan 

Santoso (2016) menyatakan bahwa dalam Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama 

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan 

untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta 

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. 

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah Tiga Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkup pemerintah kota (pemkot) Bandar Lampung terjerat kasus 

korupsi. (www.lampost.co). Penulis tertarik untuk mengangkat fenomena diatas 

lantaran permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi . Oleh karena itu, untuk 

http://www.lampost.co/


3 
 

mencegah korupsi, sangat penting untuk membangun transparansi serta 

akuntabilitas tata kelola keuangan Negara. Lembaga atau kementrian yang terkait, 

seharusnya mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran baik Negara 

maupun kota dan mempublikasikannya kepada publik. Maka dari itu, untuk 

mencegah terjadinya kembali kasus korupsi pada pemerintah kota Bandar 

Lampung diperlukan peningkatan akuntabilitas keuangan pada daerah Kota 

Bandar Lampung. Akuntabilitas tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Hal ini pula lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian berikut. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Santoso (2016) yang meneliti 

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas 

Keuangan Daerah”. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah, terdapat penambahan dua variabel moderasi yakni Komitmen Organisasi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Salamah (2017) dan Aksesibilitas Laporan 

Keuangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari (2016) 

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba untuk menelaah kembali mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan kota Bandar Lampung 

khususnya yang menjadi variabel utama yakni kompetensi sumber daya manusia, 

penerapan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dengan komitmen 

organisasi dan aksesibilitas laporan keuangan agar akuntabilitas keuangan kota 

Bandar Lampung dapat menjadi lebih terbukti. 

Faktor-faktor tesebut merupakan penentu utama yang berperan penting dalam 

menciptakan keuangan daerah yang akuntabel. Maka dari itu penulis memilih 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pda 

OPD Kota Bandar Lampung) 
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1.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 

yang telah beroperasi sejak tahun 2016. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah ? 

2. Apakah pemanfaaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah ? 

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap     

akuntabilitas keuangan daerah ? 

4. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara kompetensi 

sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah ? 

5. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah ? 

6. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara sistem 

pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah? 

7. Apakah aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi hubungan antara 

kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah? 

8. Apakah aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi hubungan antara 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah? 

9. Apakah aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi hubungan antara 

sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah? 
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1.4 Tujuan Masalah 

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah . 

2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 

3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 

4. Untuk membuktikan secara empiris komitmen organisasi mempengaruhi 

hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. 

5. Untuk membuktikan secara empiris komitmen organisasi mempengaruhi 

hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. 

6. Untuk membuktikan secara empiris komitmen organisasi mempengaruhi 

hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. 

7. Untuk membuktikan secara empiris aksesibilitas laporan keuangan 

mempengaruhi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia 

terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 

8. Untuk membuktikan secara empiris aksesibilitas laporan keuangan 

mempengaruhi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap akuntabilitas keuangan daerah. 

9. Untuk membuktikan secara empiris aksesibilitas laporan keuangan 

mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemerintah daerah Bandar Lampung sebagai pengguna utama laporan 

keuangan mendorong agar lebih menyadari  pentingnya  laporan  

keuangan sebagai alat untuk mengawasi pengelolaaan sumber daya dan 

menilai kinerja keuangan secara lebih baik. 

2. Bagi   masyarakat   sebagai   stakeholder eksternal, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan mendorong agar lebih 

berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja 

keuangan daerah Bandar Lampung. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan 

pengelolaan laporan keuangan daerah Bandar Lampung. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab Ini berisi tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian,  

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB 11 : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini, akan dibahas mengenai landasan teori, variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian (X dan Y), teori-teori penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran , serta bangunan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai sumber data yang diperoleh dalam penelitian, 

metode pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, variabel 

penelitian , definisi operasional variabel, metode analisa data, serta pengujian 

hipotesis. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Disini akan  dijelaskan mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun 

variabel penelitian, serta akan dijelaskan pula mengenai hasil dari analisis data, 

hasil pengujian hipotesis, dan keseluruhan pembahasan 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tenatang kesimpulan dari penulisan dan saran-saran yang diberikan 

oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.   

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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